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ABSTRAK 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja 

memberikan kesempatan bagi pekerja ataupun buruh untuk membentuk 

suatu organisasi yang disebut dengan serikat pekerja. Serikat pekerja 

dapat melakukan berbagai macam kegiatan seperti melakukan 

perundingan kerja bersama (PKB) dengan pengusaha, melakukan kerja 

sama dengan lembaga ketenagakerjaan, mewakili buruh dalam 

menyelesaikan hubungan industrial, dan kegiatan lain yang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam 

menjalankan kegiatan serikat pekerja tersebut tentunya para pengurus 

serikat pekerja membutuhkan waktu di sela-sela jam kerja. Dalam 

praktiknya banyak pengusaha yang berusaha menghalangi pengurus 

serikat pekerja dalam melakukan kegiatan serikat pekerja pada jam kerja. 

Bentuk intervensi pengusaha terhadap pengurus serikat pekerja atau 

anggota yang aktif di serikat pekerja adalah melakukan mutasi, 

pemotongan gaji, hingga mendapat perlakuan berbeda dengan buruh 

lainnya. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas permasalahan ini 

dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan 

konseptual, dan pendekatan kasus. Rumusan masalah yang dibahas 

pada skripsi ini adalah kegiatan serikat pekerja pada jam kerja dan sanksi 

bagi pengusaha yang menghalang-halangi kegiatan serikat pekerja pada 

jam kerja. Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan Pasal 29 UU No. 

21 Tahun 2000, anggota serikat pekerja dapat melakukan kegiatan serikat 

pekerja pada jam kerja dengan syarat sebelumnya telah disepakati dan 

tercantum dalam PKB. Selain itu, pengusaha yang menghalang-halangi 

kegiatan serikat pekerja dapat dikenai sanksi pidana dan juga denda 

sebagaimana diatur dalam pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang 

Serikat Pekerja.  
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